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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NoMoR @ / PL.o2. t -Kpt/ l3o3/KPU -Kab I tfi I 2o2o

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMIUH PADA

PEMIUHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMA?ERA BARAT SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILTHAN UMUM KABUPATEN SUUNJUNG'

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d

Undang-Undang Nomor lO Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang:-Undang Nomor I

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota

menJrusun dan menetapkan pedoman teknis untuk

setiap tahapan p€nyelenggaraan Pemilihan Gubenur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Pemilihan Walikota dan Wakil Watikota sesuai dengan

ketenhran peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan

Keputusen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sijunjung tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran

Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubemur Sumatera Barat Serta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati SijunjungTahun 2020'

1. Undang:-Undang Nomor I Tahun 2Ol5 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Mengingat
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Undang. . .

......r--



Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun

2019 tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2

Tahun 2Ol7 tentang Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015. . .
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2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemil:ihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Paaitia Pemifhan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/Atau Walikota darr Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, tera}hir
denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun2OlT;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

169 lPP.O6.4-Kpt I 03 l[<PU /lll /2O2O tentang Perubahan

Atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.O6.4-

KptlO3ll<PU /lll2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok PenyelenggaraPemungutan

Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota darl Wakil Walikota;

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 22641 PL.O2.\'

SD/01/KPU/XLI|2OL9 perihal Pemetaan Data TPS

tanegal 20 Desember 2O19;

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 68i PL.02.l-SD/

OLII(PU/||2O2O tanggal 28 Januari 202O perihal

Persiapan Pemutalhiran Data Pemilih Pemiliha-n

Serentak Tahun 2020;

Memperhatikan 1.

2.

3.Surat . . .
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3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor llg /PL.O2.|-
SD/01/KPU/|||2O2O tanggal 12 Februari 2O2O perihal

Penjelasarr Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/PL.02.1-

sD/o1/KPU/r l2O2O;

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/PL.02.1-

SD/01/KPU/|||2O2O perihal Pencermatan DP4 tanggal 21

Febn-rari 2O21

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIFIAN UMUM KABUPATEN

SIJUNJUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA

DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.

Menetapkan Pedomaa Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Barat serta Pemilihan Bupati dan Walil Bupati Sijunjung Tahun

2O2O, sebagaimana tercantum dalam l,ampiran Keputusan

sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Tahun 2017 tentang Pemutalhiran Data dan Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

beserta perubahannya.

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wa-kil Bupati

Sijunjung Tahun 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DitetaPkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

SI PEMILIHAN UMUM

ttd.

LINDO KARSYAH

UNG
S KO

idih.kpu.go.id/sumbar/sijunjunq
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L,AMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILII{AN UMUM KAE}UPATEN
SIJUNJUNG
NOMOR 50 / PL.O 1.2-Kpt/ r 303/ KpU-Kab I tfi / 2O2O
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILITIAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG
TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2O2O

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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1. L,atar Belalang

Daftar Pemilih merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam
penyelengaraan pemilihan, baik pemilihan umum rraupun pemilihan
kepala daerah. Baik dan buruknya daftar pemilih akan mempengaruhi baik
buruknya kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilu. Jika daftar
pemilihnya tidak baik, dapat dipastikan proses dan hasil pemilu akan tidak
baik. sebalilorya dengan daftar pemilih yang berkualitas, proses dan hasil
pemilu akan menjadi lebih baik.

Berkaca pada pengalaman penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan kepala daerah sebelumnya, daftar pemilih sela-lu menjadi salah
satu alasan bagi peserta pemilu yang kalah untuk mengajukan gugatan
hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), tentu KpU harus lebih serius
dalam melalukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Kekurangan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan

daftar pemilih pada pemilu sebelumnya harus dijadikan bahan evaluasi

bagi penyelenggara agar tidak tedadi pada pemilihan berikutnya.

Oleh sebab itu, untuk memastikan daftar pemilih tersusun dengan

baik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung membuat pedoman

teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung serta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

2. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

b) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2020

BAB I
PENDAIII'LUAIT
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c) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2or7 tentang pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota

d) Keputusan KPU Nomor 169/pp.O6.4-Kpt/O3lt<pu /tItl2O2O tentang
Perubahan Atas Keputusan KpU Nomor 66/pp.O6.4_
Kpt/o3/r<PU /1r/2o2o tentang pedoman Tela:ris pembentukan panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, petugas

Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok penyelenggarapemungutan

Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

e) Surat Ketua KPU RI Nomor 2264/pL.O2.t-SD/01/KpU lXII/2Otg
tanggd 20 Desember 2019 perihal Pemetaan Data TpS

f) Surat Ketua KPU RI Nomor 6SIPL.02.l-SDlOt/KpU/ll2O2O tang1d2S
Januari 2O2O perrhal Persiapan Pemutakhiran Data pemilih pemilihan

Serentak Tahun 2020.

d Surat Ketua KPU RI Nomor ll9|PL.O2.I-SD/01/KPU/IL/2O2O tanggal

12 Februari 2020 perihal Penjelasan Surat KPU nomor 6B/pL.O2.l-

sD/01/KPU/\ /2O2O.

h) Surat Ketua KPU RI Nomor 158/PL.O2.L-SD/01/KPU/II|2O2O tanggal

21 Februari 2020 perihal Pencermatan DP4.

3. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagr KPU

Kabupaten Sijunjung dalam melalsanakan pemutakhiran data dan

penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota.

Sedangkan tduan disusunnya pedoman teknis ini yaitu untuk
menyeragamkan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih

dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung serta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

4. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses

Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan tahun 2020

dengan ruang lingkup sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Alur Kerja Pemutakhiran dan penyusunan Daftar pemilih

Hak Memilih

Penyerahan Daftar Penduduk potensial pemilih (Dp4) pemilihan Tahun
2020

d. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

e. Pemu takhiran Data Pemilih

f. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar pemilih pindahan

g. Sistem Informasi Data Pemilih

h. Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data pemilih

i. Ketentuan Lain-lain

5. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut
Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi

dan kabupaten/kota untuk memilih Gubemur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara

langsung dan demokratis.

2) Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut

Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling

akhir.

3) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4) Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU

Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil

a,

b,

c.

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

5) Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
KPU Kabupate n / Kota,, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimalsud dalam undang-undang penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan

6) Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat ppK adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

7) Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat ppS adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten / Kota untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan

lain.

8) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk
menyelenggarakan/pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

9) Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh *ilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang tentang Pemilihan.

10) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah

provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan

wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang tentang Pemilihan.

11)Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut

Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di
wilayah kabupaten / kota.

12) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut
Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh panwas

Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan

di wilayah kecamatan atau nama lain.

13) Pengawas Pemilihan l,apangan yang selanjutnya disingkat ppl., adalah
petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan

lain.

14) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat ppDp,

adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau sebutan

lain yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

15) Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walil Walikota
yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah

tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

17) Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas)

tahun atau sudah/pemah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

l8) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya

disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan

data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat

Pemilihan diselenggarakan.

19) Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah

daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan

umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.

20) Daftar PemiLih Tetap yang selanjutnya disingkat DPI, adalah DPS yang

telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

21) Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah

daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, narnun

memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan

tanggal pemungutan suara.

22) Daltar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah

daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang

menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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23) Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui
data Pemilih berdasarkan Daftar pemilih retap dari pemilu atau
Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh Kpu Kabupaten/Kota
dibantu oleh PPK, PPS dan PPDp dengan mempertimbangkan Dp4 dan
dilakukan Pencocokan dan Penelitian.

24) Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi
informasi yang digunakan penyelenggara pemilu atau pemilihan dalam
menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis,
mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih, Daftar
Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.

25) Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah
kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data pemilih

dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan

dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan

Pemilih.

26) Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon

bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan

yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

27) Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilalukan perekaman

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil.

28) Hari adalah hari kalender.

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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AAB II
ALT'R I(ERJA PEUIITAIIIIIRAIY DAII PETN'SUITAI{ DAFTAR PEMILIH

PEUILIHAIT TAHI'IT 2q}O

1. Alur Penyerahan Daftar Penduduk potensial pemilih pemilihan Tahun 2020

.+ r+
23 . 25 IANUARI 2O2O 26 IA|{UARI 2020 -

22 MARET 2020 21 - 23 MARET 2020
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BAB III
HAII MEMILIH

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada

Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau

sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara

Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam

undang-undang. syarat seseorang dapat didaftarkan sebagai Pemilih sebagai

berikut:

1. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan

suara atau sudah/ Pernah kawin;

2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik;

4. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik,

dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang

menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dall

5. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian

Negara RePublik Indonesia.

PemilihyangbelumgenapberumurlT(tujuhbelas)tahunpadahari
pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan

perkawinan / buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau

Keterangan.

WargaNegaralndonesiayangtelahterdaftardalamdaftarPemilih,
ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak pilihnya'

Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada

setiap desa/kelurahan atau sebutan lain. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1

(satu) tempat tin8gal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang

tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar

menggunakan formulir Model A.A.I-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih

tersebutditempelistikerCoklitmenggunakanformulirModelA.A.2-KWK.

akta

Surat

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



-11-

BAB IV
PEIYYERAIIAIT DAFTAR PEI{DT'DT'K POTEI{SIAL PE}IILIH

PEUILIIIAIT TAIIUI{ 2O2O

A. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (Dp4)

Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi,
dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari
pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu. DP4 tersebut berisi data
potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17

(tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci
untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DPa) paling kurang memuat
informasi, meliputi:

1) nomor urut;

2) nomor induk kependudukan;

3) nomor Kartu Keluarga;

4) nama lengkap;

5) tempat lahir;

6) tanggal lahir;

7) jenis kelamin;

8) status perkawinan;

9) alamatjalan/dukuh;

10) Rukun Tetanega (RT);

11) Rukun Warga (RW);

12) jenis disabilitas; dan

13) status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

meliputi:

. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

o telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik; atau

o telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

B. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu / Pemilihan Terakhir dengan DP4

Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melalukan analisis DP4.

KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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DP4 hasil analisis. Sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara:

1. menambahkan Pemilih pemula;

2. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
3. memutakhirkan elemen data Pemilih.

Maksud pemilih pemula dalam point (1) di atas adalah:

1. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada

hari pemungutan suara; atau

2. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara

Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi

status sipil.

C. Penyampaian Hasil Sinkronisasi

KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4

kepada KPU Provinsi/KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai

bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.

D. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir

KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman

dan/ atau laman KPU.

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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BAB V

PEf,UGAS PEUUTAIUIIRAX DATA PE}IILIH

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga,

rukuntetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat

untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas

pemutakhiran data Pemilih ditentukan I (satu) orang untuk setiap TPS dengan

pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, atau paling banyak 2 (dua)

orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus)

orang.

A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih:

NO Syarat PPDP Kelengkapan Dokumen

a tidak pernah dijatuhi
sanksi disiplin pegawai

Surat pernyataan tidak pernah
dijatuhi sanksi disiplin pegawai

b independen dan tidak
berpihak

Surat pernyataan independen dan
tidak berpihak pada peserta Pemilihan
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota
dan Wakil WaliKota

c mErmpu secara Jasm€rnl,
rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika

Surat keterangan bebas dari
penyalahgu naan narkotika dan surat
kesehatan dari puskesmas atau
rumah sakit setempat

d memiliki kemampuan
dalam
mengoperasikan perangkat
teknologi informasi

Surat pernyataan mampu
mengoperasikan perangkat teknologi
informasi

Keterangan:

Dolumen gang berupa Surat Pentgataan dibuat dalam satu lembar dan

bermaterai ankup serta ditanda tangani.

B. Penjelasan Persyaratan

Penghitungan jabatan Anggota PPDP dalam jabatan yang sama

sebagaimana dimaksud pada angka I baris huruf e, yaitu telah menjabat 2

(dua) kali periode berturut-turut sebagai Pantarlih dalam pelaksanaan

Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, atau PPDP dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota dengan periodesasi sebagai berikut:
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-L4-

1. periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai tahun 200g;
2. periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2013;

3. periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai tahun 20lg; dan
4. periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai tahun 2023.

C. Pengumuman

KPU lhbupaten/Kota mengumumkan penetapan ppDp terpilih dalam
laman dan media sosial KPU Kabupat en /Kota serta papan pengumuman di
Kantor KPU Kabupaten /Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang

mudah dijangkau atau diakses publik.

D. Penetapan, Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP dengan Keputusan KpU

Kabupaten / Kota. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta

integritas.

E. Bimbingan Teknis

PPDP mendapatkan bimbingan telaris Pemutakhiran Data Pemilih dari
PPS. Bimbingan telcris PPDP yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimtek PPDP dilakukan dengan prinsip efektif, efisien,

tertib, akuntabel dan professional;

2. Apabila jumlah PPDP dalam satu kelurahan / desa sedikit, pelaksanaan

bimtek PPDP dilakukan bersama PPDP dari PPS lain dengan

dikoordinasikan oleh PPK;

3. Waktu pelaksanaan bimtek PPDP sebelum 17 Aprn2O2O;

4. Sebelum pelaksanaan bimtek dilakukan pengangkatan PPDP dan

pembacaan pakta integritas PPDP;

5. Alat keda PPDP meliputi:

a. Formulir Model A-KWK;

b. Formulir Mode1 A.A-KWK;

c. Formulir Model A.A.I-KWK;

d. Formulir Model A.A.2-KWK;

e. Formulir Model A.A.3-KWK;

f. Formulir Model A.B-KWK;

g. Buku keg'a PPDP;

h. Alat tulis ke{a PPDP;

i. Atribut PPDP.
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6. Pelaksanaan bimtek PPDP yang disampaikan sebagr berikut:
6.1 Materi bimtek PPDP meliputi:

a. Jadwal pelaksanaan Coklit;

b. Persiapan pelaksanaan Coklit;

c. Tata cara pelaksanaan Coklit;

d. Tata cara pengisian formulir;

e. Tata cara pelaporan hasil Coklit.

6.2 Memutar video bimtek PPDP yang telah disiapkan;

6.3 Dalam hal video bimtek PPDP tidak dapat ditayangkan, pemateri

menyampaikan materi menggunakan bahan yang telah disiapkan
dalam format pouter point,

6.4 Selama pemberian materi menggunalan angka (6.2) dan/atau
(6.3), PPDP diminta membuka buku keda PPDP sehingga ppDp

paham dan dapat beke{a menggunakan buku kerja secara efektif

dan efisien;

6.5 Penyampaian materi menggunakan prinsip-prinsip pendidikan

orang dewasa.

F. Ketentuan [.ain

Bagi KPU Kabupaten/ Kota wilayah kepulauan, pegunungan atau

wilayah lain yang memiliki kesulitan geogralis dapat menyesuaikan

mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPDP

dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota

setempat.
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BAB VI
PEMUTAIIHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyusunan Daftar Pemilih

KPU Ihbupat en /Kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil
sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.

Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap
TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:

a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain
yang berbeda, pada TPS yang sama;

al. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau

nama lain, pada TPS yang berbeda;

a2. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang

berbeda;

b. memudahkan Pemilih;

c. hat-hal berkenaan dengan aspek geogralis; dan

d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang

waktu pemungutan suara.

KPU Kabupaten /Kota menyampaikan daftar Pemilih kepada:

l. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk tnrdcopg; dan

2. PPK dan PPS dalam bentuk soficopg.

B. Pemetaan TPS

KPU Ihbupaten Sijunjung melalukan pemetaan TPS berdasarkan Data

Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota terakhir. Tata cara

pemetaan TPS sebagai berikut:

l. Memperhatikan data TPS hasil Pemilihan Terakhir;

2. Hasil DPT Pemilu 2019 per TPS disesuaikan dengan alokasi batasan

jumlah pemilih maksimal 800 pemilih per TPS. Penyesuaian tersebut

dikarenakan dalam Pemilu 2O19 batasan jumlah pemilih per TPS

sebanyak 300 pemilih;

3. Mengidentifikasi terhadap pemilih yang dalam satu keluarga berbeda

TPS untuk disatukan dalam TPS yang sama.

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



-t7-

4. Melakukan penyortiran pemilih dalam satu desa/kelurahan dengan
urutan:

o Dusun/dukuh/kampung atau nama lain;
o RW;

. RT;

o Nomor KK;

o Alamat Pemilih.

5. Melakukan penyusunan pemilih per TPS dengan batasan maksimal gO0

pemilih dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada pada pasal 10

ayat(21 PKPU 19 Tahun 2019.

C. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Coklit dilakukan oleh Petugas Pemutalhiran Data Pemilih (ppDp). ppDp

melakukan kegiatan Coklit dengan cara:

1. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar
dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;

2. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;

3. mencoret Pemilih yang telah meninggal;

4. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

5. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi

status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepotsian Negara

Republik Indonesia;

6. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun
dan belum kawin / menikah pada hari pemungutan suara;

7. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya

setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/ atau
pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;

8. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

9. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis

disabilitas; dan

10. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan

merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggaralan Pemilihan.

Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir

Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK tidak dapat ditemui secara
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langsung oleh PPDP untuk dilakukan coklit terhadap Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau surat Keterangan, pemilih atau keluarganya
dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada ppDp sebagai dasar coklit
PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan
menggunakan formulir Model A.A. I-KWK dan menempelkan stiker coklit
pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan
menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model

A.A.3-KWK dan menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada ppS,

meliputi:

l. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;

2. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;

3. formulir Model A.A.I-KWK; dan

4. formulir Model A.A.3 KWK.

PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda
pengenal dari KPU Kabupaten/Kota.

D. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

1. PPS menerima hasil coklit PPDP dengan melakukan kegiatan sebagai

berikut:

a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;

b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP;

c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan

rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.

2. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau

tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki

hasil Coklit.

3. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil

Coklit oleh PPDP.

4. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh

PPDP dengan membuat soficopg terhadap Pemilih yang tidak memenuhi

syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemith yang berbasis TPS, dengan

menggunakan formulir Model A. B-KWK.

E. Rekapitulasi DaJtar Pemilih Hasil Pemutakhiran

1. Tingkat Kelurahan

a) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran

dengan menggunakan formulir Model A.B.I-KWK.
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2. Tingkat Kecamatan

a) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di
wilayah keq'anya setelah menerima daftar Pemilih hasil
pemutakhiran dari PPS.

b) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan

ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota

PPK.

c) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim

Kampanye Pasangan Calon.

d) Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye

Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat

kekeliruan dalam rekapitulasi.

e) Masukan sebagaimana dimaksud pada point (d) harus disertai

dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,

nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

b) PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi
kependudukan kelurahan/desa atau nama lain seberum dan setelah
PPDP melakukan Coklit.

c) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam
rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota ppS.

d) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh ppDp, ppl,, dan Tim Kampanye
Pasangan Calon.

e) Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye pasangan

Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan
dalam rekapitulasi.

f) Masukan sebagaimana dimaksud pada point (e) harus disertai
dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih,

nomor induk kependudukan, tanggal l,ahir Pemilih, dan lokasi TpS.

g) PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang

ditunj ukkan terbukti benar.

h) PPS menyampaikan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada ppK,

PPL dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk soficopg dan lnrdcopg.
i) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar pemitih hasil pemutakhiran

kepada PPK dan KPU lkbupaten/Kota dalam bentuk sofiayry d,an

tnrdcopg.
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0 PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar.

d PPK menl'usun rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran

dengan menggunakan formulir Model A.B.2-KWK.

h) Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:

l. KPU Kabupaten/Kota;

2.KPU Provinsi melalui KPU Kabupate n /Kota1'
3. Panwas Kecamatan; dan

4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

F. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

l Tingkat Kabupaten/Kota

a) Setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiraa

dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar

Pemilih hasil pemutalhiran dan menetapkan DPS.

b) Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno

terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani

oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

c) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota,

Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan

urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

d) Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Panwas Kabupaten / Kota atau Tim

Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukErn apabila

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

e) Masukan sebagaimana dimaksud pada point (d) harus disertai

dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,

nomor induk kependudukan, tanegal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

4 KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan, apabila data

yang ditunjukkan terbukti benar.

g) KPU Kabupaten / Kota menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir

Model A.1.I-KWK.

h) KPU Kabupaten/ Kota menyampaikan salinan formulir Model A. 1.1-

KWK disampaikan kepada:

l. KPU Provinsi;

2. KPU melalui KPU Provinsi;

3. Panwas Kabupaten/ Kota;

4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

-20-

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



-21-

5. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan
sipil setempat.

i) KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DpS menggunakan

formulir Model A. 1-KWK.

j) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DpS kepada ppS

melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan
sebagai:

1. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
2. pengumuman di sekretari at /baJat Rukun Tetangga (RT)/Rukun

Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan

3. PPS

k) KPU Kabupaten / Kota menyampaikan salinan DPS dalam bentuk
soficopg dengan format Poriable Doa)ment Format /PDF/ kepada Tim

Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota, untuk
mendapat masukan dan tanggapan.

l) Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk

comma separaled ualues dengan tidak menampilkan informasi

nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih

secara utuh.

2. Tingkat Provinsi

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari

KPU Kabupaten / Kota menggunakan formulir Model A. 1 . 2 - KWK.

G. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih

Sementara (DPS)

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan

tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor

kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan

masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS

KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu

oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk
mendapatkan masukan dan tanggapan.

H. Perbaikan DPS oleh PPS

l. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat

meng4iukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau

identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
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2. selain usulan perbaikan elemen data pemilih yang terdapat dalam DpS,
Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat
memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang
Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum
terdaJtar dalam DPS;

b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas)

tahun;

c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang

berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Pemilih sudah meninggal dunia;

e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain
tersebut;

f. Pemilih terdaftar lebih dari I (satu) kali; dan/atau
g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Pemilih

3. Usulan perbaikan DPS disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan

dan menyerahkan salinan (fotocopgl Kartu Tanda Penduduk Elektronik
atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk
diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih

yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.

5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat

diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah

diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai

Pemilih.

Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan

1. Tingkat Kelurahan

a) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dengan

menggunakan formulir Model A.2. 1 -KWK.

b) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat

dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampa.nye Pasangan Calon.
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c) PPL dan Tim Kampanye pasangan Calon dapat memberikan
masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data
autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk
kependudukan, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TpS.

d) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yErng

ditandatangani oleh ketua dan anggota ppS.

e) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DpS hasil
perbaikan kepada PPK.

2. Tingkat Kecamatan

a) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DpS setelah menerima
hasil perbaikan DPS dari PPS dengan menggunakan formulir Model

4.2.2-I(\NK.

b) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan
ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota

PPK-

c) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim

Kampanye Pasangan Calon.

d) Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye

Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat

kekeliruan dalam rekapitulasi.

e) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis
berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir

Pemilih, dan lokasi TPS.

0 PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar.

g) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan

kepada:

1. KPU IGbupaten/Kota;

2.I<PU Provinsi melalui KPU Ikbupaten/Kota;

3. Panwas Kecamatan; dan

4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

J. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Tingkat Kabupaten/Kota

a) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU

Kabupaten / Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan

menetapkan DPI.
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b) Rekapitulasi dan penetapan DpI dilakukan dalam rapat pleno
terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota KpU Kabupate n /Kota.

c) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh ppK, panwas Kabupaten/Kota,
dan Tim Kampanye pasangan Calon.

d) Dalam rapat pleno, ppK, panwas Kabupaten/Kota, atau Tim
Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

e) Masukan sebagaimana dimaksud pada point (d) harus disertai
dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih,

nomor induk kependudukan, tansgal lahir pemilih, dan lokasi TpS.

0 KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan, apabila data
yang ditunjukkan terbukti benar.

d KPU Kabupaten/Kota menetapkan DpT dengan menggunakal
formulir Model A. 3-KWK.

h) KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DpT ke dalam formulir
Model A.3.1-KWK.

i) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi Dpl
kepada:

1. KPU Provinsi;

2. KPU melalui KPU Provinsi;

3. Panwas Kabupaten/ Kota;

4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

5. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan

catatan sipil setempat.

j) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT

kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk
digunakan sebagai:

l. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;

2. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun

Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan

3. arsip PPS

k) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam bentuk

soficopg dengan format Portable Docatmetut Format /PDF/ kepada Tim

Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, kepada Tim

Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas

Kecamatan dan Panwas Kabupaten/ Kota.
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1) KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan Dpr daram bentuk
soficopg dengan format excel atau comma separated. uatues (CSV),

apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye pasangan Calon
tingkat kecamatan, Tim Kampanye pasangan Calon tingkat
kabupaten/ kota, Panwas Kecamatan dan panwas Kabupaten/ Kota.

m) Salinan DPT yang diberikan tidak menampilkan informasi nomor
induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara
utuh.

2. Tingkat Provinsi

a) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Dpr berdasarkan rekapitulasi
DPT dari KPU Kabupaten/Kota.

b) Rekapitulasi DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota KPU Provinsi.

c) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh KpU Kabupaten/Kota, Bawaslu
Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur.

d) Datam rapat pleno KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Bawaslu

Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubemur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan

dalam rekapitulasi.

e) Masukan sefagaimana dimaksud pada point (d) harus disertai

dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,

nomor induk kependudukan, tanggal Lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

f) KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar.

g) KPU Provinsi menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model

A.3.2-KWK.

h) KPU Provinsi menyampaikan salinan formulir Model A.3.2-KWK

kepada:

1. KPU;

2. Bawaslu Provinsi;

3. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur; dan

4. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan

catatan sipil setempat.
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i) Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan
perlengkapan pemungutan dan penghitung.rn suara pem ihan serta
proses pendistribusiannya.

K. Pengumuman DPT

Setelah menerima Dpr dari KpU Kabupate n /Kota, pps mengumumkan
DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan
informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih

secara utuh-
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DAI"TAR PEMILIH TAilBAI{AIY DAN DAI'TAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan

Daftar Pemilih rambahan yang seranjutnya disingkat Dprb, adalah
daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Dpr, narnun
memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal
pemungutan suara.

Pemilih yang tidak terdaftar dalam Dpr tetapi memenuhi syarat sebagai

Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan
dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang

bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. Daftar Pemilih Pindahan

Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah

daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang

menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

Daftar Pemilih Pindahan terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar

dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat

menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan

terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau

kabupaten / kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu

wilayah.

Pemilih dapat didaftarkan dalam daftar pemilih pindahan apabila

berada dalam 8 kondisi, yaitu:

l menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

2. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga

yang mendampingi;

3. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;

4. menjalani rehabilitasi narkoba;

5. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;

6. tugas belajar;

7. pindah domisili; dan/ atau

8. tertimpa bencana alam.

BAB VI
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DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4_KWK paling lambat 3
(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Tata cara Mengurus pindah
Memilih:

I ' Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bulrti telah
terdaftar sebagai Pemilih dalam DpI di TpS asal.

2. Pemilih melaporkan kepada pps asal untuk mendapatkan surat
pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.S-KWK yang akan
digunakan untuk memilih di TpS 1ain paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum hari pemungutan suara.

3. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur pada point (1) dan
(2) di atas, Pemilih dapat melapor kepada KpU Kabupaten/Kota tujuan
untuk mendapatlan formulir Model A.S-KWK paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum hari pemungutan suara.
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BAB VII
SISTEM INFORilASI DATA PEMILIH

KPU Provinsi, KPU Kabup aten / Kota, ppK dan ppS, dalam menyusun data
pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data pemilih.

Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung keq'a
penyelenggara Pemilihan dalam men5,rrsun, mengoordinasi, mengumumkan,
memelihara data Pemilih dan untuk melayani pemilih melakukan pemeriksaan
data Pemilih.

Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten/ Kota memasukkan data
DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna pemutakhiran Data pemilih

berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk
menyelenggarakan sistem Informasi Data pemilih di tingkat desa/kelurahan
atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh
PPS dan proses pemutakhiran data pada sistem Informasi Data pemilih

difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
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BAB VIII
PEIYGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAI(HIRAN DATA PEMILIH

A. Tugas KPU Kabupaten/Kota

Tugas KPU Kabupaten/ Kota dalam pengawasan dan pelaporan
pemutakhiran data pemilih sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten / Kota memonitor dan melakukan pencermatan

terhadap pelaksanaan tugas ppDp melalui ppS dan ppK.

2. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima
persen) dari jumlah TPS di kabup aten /kota.

3. KPU Kabupaten/ Kota menindaklanjuti hasil pengawasan panwas

Kabupaten/Kota terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar
Pemilih.

4. KPU Kabupaten/ Kota wajib menyampaikan laporan tahapan
Pemutakhiran Data Pemilih kepada KpU dan KpU provinsi serta
menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota.

Tugas KPU Provinsi

KPU Provinsi wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data

Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu

Provinsi.

B
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BAB IX
XETEIYTUAN LIUIt-LluI{

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Dalam hal perekaman Kartu Tanda penduduk Elektronik sudah
mencakup 100%o (seratus persen) pemilih, kegiatan penyusuna, daftar
Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data pemilih berkelanjutan.

Pemilih di Rumah Tahanan, I€mbag, Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit
Untuk Pemilih yang berada di Rumah Tahanan, Lembaga

Pemasyarakatan, dan Rumah sakit, langkah{angkah yang dilakukan
sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan ppS setempat serta
berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembega

pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan
Pemutalhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga

pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.

2. Pemutakhiran data pemilih dilalukan dengan cara:

a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau

Surat Keterangan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; atau

b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu
keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan.

Bencana/Konflik

Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian

daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili

maka KPU Kabupaten/Kota :

a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS

dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana

atau konflik yang te{adi sebelum penetapan DPT; atau

b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat

pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang teq'adi setelah

penetapan DPT.

B

C
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D. Kerahasiaan Data pemilih

KPU lkbupaten siiunjung wqjib menjaga kerahasiaan informasi data
pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan
p€raturan perundang-undangan.

Formulir

a. Pelaksanaan Pemutakhiran Data pemilih dan penyusunan daftar
Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana
tercantum dalam lampiran pedoman teknis ini.

b. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KpU Kabupaten Sijunjung.

E
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BAB X
PEITIUTUP

Petunjuk reknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Kpu Kabupaten
sijunjung dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan penyusunan

Daftar Pemilih Pemilihan tahun 2020.

)L )
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I-AMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILI}IAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG
NOMOR D / PL.o r.2 -Kpt/ 1 303/ KpU-Kab I rrr / 2o2O
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG
TAHUN 2O2O

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR

PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI

DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO KODE NAMA

1 Model A-KWK Daftar Pemilih

2 Daftar Pemilih Baru

3 Model A.A.1-KWK Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

4 Model A.A.2-KWK Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian

5 Model A.A.3-KWK Laporan Hasil Coklit PPDP

6 Model A.B-KWK Daftar Pemilih Hasil Pemu talh iran

7 Model A.B.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
Desa/Kelurahan

8 Model A.B.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
Kecamatan

9 Model A. 1-KWK Daftar Pemilih Sementara

10 Model A. 1.I-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
Kabupaten/Kota

11 Model A. 1.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi

t2 Model A. 1.A-KWK Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat
terhadap DPS

13 Model A.2-KWK Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

l4 Model A.2.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Desa/ Kelurahan

15 Model A.2.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Kecamatan

Model A.A-KWK
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16 Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap

t7 Model A.3.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/ Kota

18 Model A.3.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap provinsi

19 Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan

20 Model A.S-KWK Surat Pemberitahuan (Daftar pemilih pindahan)

21 Model A.Tb-KWK Daftar Pemilih Tambahan

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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ffi DAFTAR PEMII.IH BARU
PEM|L|HAI{ BUPATT DAN WAXTL BUpATt ................................ / WAU XOrA DAil WAX|LWAL| XOTA

GUBERI{Un DAl{ WAI(L 6UBERi1Un.,.................-.

TAHUN......

PROVI St

XABU PATET{/|(OTA

XEOAMATAT{

DESA/XELU RAHAI{

TPS

keterangan disabilitas
(12):

1: Disabilitas Fisik
2r Disabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4i Disabilitas Senso.ik

Keterah8an Status Perekaman

KTP-el (13):

B : Belum Rekam
S I Sudah Rekam (suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Alem
at

t{o X( t!tx T.fipat [.hlr TangSal Lahlr

BlslP

Status ,mlt
l(elemln

JalanlDulu
RI

Olsabllllas

,lslx

Status PerekBman

XTP-€l Xeierangan

2 Z 4 5 6 7 8 I 10 t2 13 14

1

7

3

4

5

5

1

8

9

10

11

72

13

14

15

16

11

t8

19

ETIIII II III II II Ir
I I II III IIII

II- IIII IIII IT IIIIII III-I ITII II-IIII IIIIII IIII IIrIIIII ITIIII IIII I-II
.,.,,,.,.''....'',, TangSal,

PPDP

(
Model A.A-|(WX

h

1

Keteran8an Status
perkawinan (7):

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Pnovll{st
XABUPATEI{/XOTA

GUBERI{UR DAiI WATII. GUEERI{UR

TAHUN -....
XECAMAIAI{

DESAy'XEtURAXAf{

TPS

Model A-(WX

keterangan disabilitas (12):

1: Oisabllltas Flslk

2: Dlsabilltas lntelektual
3: Oisabllitar Mental
4: Dlsabilitas Sensorik

Keteran8an Status Perekaman

KIP-el(13):
B : Belum Rekam

S: Sudah Rekam (Suket)

x : Sudah Rekam (KTP+I)

*) KeteranSan (14)

LJ : Ubah data
1 : MenlngSal
2 : Ganda

3 : Dlbau/ah Umur
4 : Plndah Domlsill

5 :TIdak Dikehal

6 rTNl
1 , Pohi
8: HilenS ingatan
9 | Hak Plllh Dicabut

Alamat

No (l( Ntx Tempat lahlr Tantgal Lahl.

Stalur

slslP

l€nls

lGlEmln
LP ralan/D0kuh RT

Dlsablllt.s

Stalus PerElaiun
rTP{l
Blslx

xeler.ngah .)

1 7 3 5 6 7 8 9 to l1 L2 tjl
I

2

3

4

6

1

8

9

10

11

72

13

14

15

15

17

18

19

20

-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIII

I II

-
I

IIT-IIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIII

-ITI
ITIIIIIIIITIIIII

-III

II
I rIIrrII III I

IIIIr
I-

r
rrI II

I
I
I

-

rI rIIII Ir
l(eterangan Status
perkawinan (7) :

B : Belum Kawin
S: Kawln
P : Pernah xawin

10: Buka n Penduduk

(

OAFIAR PEMILIH

PEM .|HAI{ EUPAT| oAti WA|(L EUpATt ._-........-......._...,.... / WAL| I(OTA OAI{ WAt(lt WAL| (OTA...

5

Eercod€

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



CONTOH

TANDA BUK PENDAFTARAN PEMILIH
PEMII,IHAN

TAHUN......

Kepala Keluarga/ Pengbuni Rumah :

Alamat

No. TPS

Nama Pemilih
I
2

3

4
5

7

8
9
10

11.

12.

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga

/ Penghuni Rumah

Model A.A.1-KWK

Petugas
Pemutakhiran Data

Pemilih

)(

*.... .

Alamat

No. TPS

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN

TAHUN ......

Ditanda tangani di
Tanggal,

Model A.A.1-KWK

Petugas
Pemutakhiran Data

Pemilih

Kepa.la Keluarga

/Penghuni Rumah

)(

Nama PemilihNo

1

2

3

4
5

6
7

8

9
10.

11.

t2.

No

6.

(.

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumai :

.)(..
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Model A.A.2.KWK

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Burti pencocokan dan peneritian sedikitnya memuat:

1. LogoKPU

2. Jenis dan Tahun Pemilihan

3 Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

4. Hari dan Tanggal Pencocokar dan Penelitian

5. Jumlah Keluarga

6. Jumlah Pemilih

7. Tanda tangan Kepala Keluarga,?enghuni Rumah

8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id

10. Barcode (KPU RI)

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



ffi
PAOVTNSt

XAAUPATEN/(OTA

rcCAi'ATAN
D€SA/IGI.URAIIAN

IAPOiAI{ HA5II COTUT PPDP

PEMIUHAMUPATT DAtr WArl AUpATt ......,.,...,................... / waurcrA DAx waKL waltxoTA ......_.................,.....

GUAERIIUR OAi WAK| GUaff Un -.,....,............
T4tlUN .....................

NO TPS

Irlll( PPDP

I
lumlah Data Pemiih diterim, (A-KWK)

I lumlah P.milih Baru (A.A.xw()

Pemilih y.n8Tldrk Memenuhi Syarat L

1. Meninssal

2.Ganda

4.Pindah domlsili

S.Pemilih tidak dikenal

6,TNI

7, POLRI

8- Hiians ingat.n

9. Hak pllih dicabut

,umlah Pemilih yant lldak Memenuhi Syerat

M

luml.h Pemllih Hasil Cokllt

lumlah oata Pemilih Sesuai

runlih Data Pemilih diperbaiki(Pemilih Ubah Data)

lLrmlah Data Pemi ih Disabilitai

L Oisabilitas risik

2. Disabilitas lntelektual

3.Oisabilitas Mental

4. Disabilltas Sensorik

lunlah Pemi ih Dkabilita!

m

status P€rekaman XTP-el

,UMIAH

di

lumlah Stike. Diterilna

2.lumlah Lembar Buktl Pemilih Terdaftar

lumlah 5tiler
lumlah Stiker 5isa

l. rumlah KK HasilCoklit

t
x l. rumlah Pemilih Eelum Rekam ffP-el Mod. A - xwK drn ModFla A -

ModelA. Kw( dan ModelA.A-KW( )3. rum ah Pemilih sudah Rekam

EI-

-
-

I

-
-
-
-
-
-
-

I

-
-
-
-

-

-

I
lil

-
-

ffi

-r
---

--
--
--

ffiffiffiffirMllMwwHffiffiiffiiffi

-
IEI

I
I
I

-

.......................,.............. /........./..........
Pctut.s P.mutalhtr.n Oat plmttih,

I ... ... . .. . .. -. -. ...... . - ... ... ...... .. I

((

I

2. Ju.^ a h Pemilih Suda h Rekam fiP-el (Suket) lMode A-(WK da n M ode A.A-(W()
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ModelA,A-KWX

PROVtt\tst

XAAUPAIEN/XOTA

DAFIAR PEMIUH HASIL PEMUTAXflNAN

PEM|UHAI{ BUPAIT DAN WAXll EUpAn .....................,,.,.,..,.. / WAU (OTA OAit WAKL WAlt |(OTA ..._.,_,_......-............

GUAERI{UR OA,l WAXI GU8ERNUR...............,.....

TAltuN ......

rcCAMATA'I

o€sa/(ELUR HAt{

TPs

NIX Iempat r.ahir Tan8lal Lahk

lanla

Xalamln

LI?
l.lan/Duk

uh RT

oisabilltai KIP{I

Blsla

(.tennran .)

1 3 4 5 6 8 9 10 lt t2 13 14

I

2

3

5

6

7

8

9

10

11

71

13

t4

75

16

t7

18

19

II-

--

IIII
III r

-

III I

-

IIT IIIII I II IIIII
-

III I I IIT I II

-r-

I IIII I IIII I I IIIrI
III IIII- III- IIII rIIII II I IIII-II

IrII rITI IIII r I
Keterangan Status
perkawlnan (7) :

B: Belum kwin
S: (awin
P : Pernah l(awin

(eterangan Status Perekaman
KTP-el(13):
g: Belum Rekam
S: Sudah Rekam (Suket)

K :Sudah Rekam (l(TP-el)

*) KeteranB.n (14)

B : Pemillh Beru
U : Ubah data
1 : MeninSSal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4: Pindah Domislli

5:Tidak Dikenal
6:TNl
7 : Polrl
8 r HilanB lnS.tan
9 : Hal Pllih Dlcabut

10:Bukan Penduduk
..................,, Tangtal, .........,.

Panltla Pemungutan SUara
(etua

((

keteranSan disabilltas (12):

1: Disabilitas Fislk

2: Dlsabllitas lhtelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorlk

No (K
St tus

alslP

L
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A.B.1.KWK
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASII. PEMUTAXI{IRAN DESA/KEI.URAHAiI

PEMTUHAt{ BUPATT DAN WAKL EUpATt ."................... / WAU |(OTA DAN WAK|r WAL| (OTA

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUT{......

OLEH PPS

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN

DESA,/KELU RAHAN

No. Nomo. TPS Pemlllh A-KWK P.mllih Baru Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Perbaikan Oata Pemilih (etel.ngan
L P L+P L P L+P I P L+P t- P L+P

I

2.
3.

5.

6.
7

8

9
l0
ll

l4
l5

Oisahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama
1. Ketua..........,,

2. An89ota.,,....,....

3. Anggota........,...

Tanda Tangan

mm

ffi
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A.B.2-XWK
RENAPTUIASI DAFTAR PEMII.IH XASIL PEMUTAXHIRAN XECAMATAI{

PEM -|HAN BUPATT OAN WAXTL BUpATt ...........,......,............. / WAU XOTA DAt{ WAKT WAL| XOTA......
GUBEnI{UR DAI{ WAXTL GU8ERiIUn.......".............

TAHUN .,,...

OLEH PPX

Narlla oesa/l(elurahah
lu.nlah

TPS

Pemlllh A-XW( Pemlllh Baru Pemlllh Tld.k Memenuhl Syarar Perbalkah Oata Pen lth
Xeterangaht t+P l- L+P t P l"+P t P l+P

l
2

l
4
5

6
'|

8

9
l0
ll
t2
I3
l4
t5

oisatt"n aatam."pat p;; il ;;;;. ......

PA ITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tantan
1. l(etua,..,........

2. An99ota...,........

3. An8gote..,.,.,,....

9. Anggota.,,.,...,...

6. Ang8ota...,.....,..

((

PROVTNSt

XABUPATEN/XOTA

XECAMATAN

f------r----t
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(

OAFTAN PIMILIH SEMEiITANA

PEM[.[{AN EUPAT| OAtt WAI[. BUpATt ..............,....,....._..... /WAU |(OIA DAI{ WAXTL WAU XOTA .,.,........._.-...,,__,_.

GU0ERtIUR DAt{ WIXI GUBERNUR ..............,.,..,.

TAHUII..,...

Model A.I-KWK

Batcode

PROVT?tst

XABUPATEI{/XOTA
XECAMATAiI

DESA/XEI.URAHA

TPS

Alamat

ofi Ntx Tempat lahlr Tanggal l"ahh

Statut

Eklo

lenls

Xelamln

VP ialan/Dukuh Rt
Ols.billtas

Slatus Plrekaman

l(TP-el

alsll(,
X€terantan

I 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 l2 13 t4
I

2

3

4

s

5

7

8

9

10

11

L2

13

L4

15

16

17

18

19

20

IITI IIIIrIII

IIIIIrIr

IIIrIII--
--

II- III-I

-

II
IIIIIIII

IIIII- IIIT
II-
II-II-II-II-II-II-II-

--
--
--
--
--

I
T

-

I

IIIIrIIIIIIIIIITIIII

IITIIIrIrITIrIrITIrII

IIIIIIIIIIIIIII I

IIIITI Ir

I

I
KeteranSan Status Perekaman
KTP-el(13):

B r Belum Rekam

S rSudah Rekam (Suket)
X : Sudah Rekam (KTP el)

Dltetapkan di ..................., T.nggal,XeteranSan Status
perkawinan (7):

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Xawin

keterangan disabilltas (12):

1i Dlsabllltas Fislk

2: Dlsabilitas lntelektual
3; Disabilitas Mental
4: Di.abilitas Sensorik

KPU/KIP IGBUPATEN/XOTA.....

Ketua

(
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Model A.1.1-XWK

REKAPITULASI DAfTAR PEMILIH SEMENTARA TABUPATEN/I(OTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / wAu KoTA DAN WAKL WAL| KOTA

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....................

TAHUN ......
OLEH KPU/KIP (ABUPATEN/KOTA

PROVINSt

XABUPATEN/KOTA

No.
Jumlah

Desa/rc1

Jumlah TPS .lumlah Pemillh
t- L+P

I

2
l.

5.

6
7

u

l0
ll
t2
ll
l4
l5

Disahkan dalam rapat pleno KPU/XtP KABUPAIEN/KOTA Tanggal ........
Kpu/Ktp KASUpATEN/KOTA...................

Nama
1. Ketua,....,,,....

2. Anggota....,,.,,.

3. An99ota,....,.....

4. Anggota..........

5, 4n89ota.......,,,

I

(

Nama Kecamatan l(eterangan
P

Tanda Tangan

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



REKAPITUI.ASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMII.IHAN GUBERNUR OAN WAKIL GU8ERNUR.,....................,.......

TAHUN ......

ot-EH KPU PROV|NSt/KtP ACEH

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. AngSota

6. Anggota *)

7. Anggota *)

Nama

Model A.1.2-KWK

lumlah PemllihNo. Nama Kabupaten/Kota Jumlah

Kec I

Jumlah

Desa/(el
Jumlah

TPIi L P L+P
1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

\2
13

15

TOTAL

-----
----
----

---
--------- --

-
---

-
-

--
--

----
-

-I

--

--

--
---
--

--

Catatan : *) Dsesuoikan denganjtmlah Anggotd KPU Pto|insi/KlP

( (

PROVINSI

KABUPATTN/KOTA

Keterangan

Disahkan dalam rapat pleno KPtJ Provinsi/Ktp Aceh TangSal ........
KPU PROVINS|/KP ACEH

Tanda Tangan

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



Mrxtel A I A-KWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

TERHADAP DPS

PEMITIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN......

Pada hari ..............., tanggal. KPU/KtP Kabupaten/Kota/PPK/ppS *)......................... menerima
tanBgapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama

NIK

Tempat dan Tanggal Lahir

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Sebagai Bagian Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No Jenis Tanggapan dan Masukan Jumlah

1. Kesalahan elemen data pemilih

2. Pemilih belum terdaftar

3. Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan ldentitas Kependudukan atau Surat Keterangan

2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF

3. Lainnya.........

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai

bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil 8upati...................../Wali Kota dan Wakil Wali

Kota................./Gubernur dan Wakil Gubernur................Tahun......

KPU/Kl P Kabupaten/Kota/PPK/PP5 *)

-(o u rs,

') Coret yong tidok perlu

Tertanda

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....

(......

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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REKAPITUI.ASI DAFTAR PEMII.IH TETAP I(ABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN SUPAN OAN WAI(IL EUPATI / wALr r(orA DAr{ wAKt[ wAt"t t(orA
GUBERNUR DAN WAKII. GUSERNUR .....................

TAHUN ....,.

OLEH XPU/KIP (ABUPATEN/KOTA

PROV|NST

KABUPATEN/KOTA

Jumlah
Jumlah TPS

Jumlah Pemilih feterangan
No. Nama Kecamatan

I

2

l
4.
5.

6.
1

8

l0
ll
l2
ll
l4
l5

P L+P

Disahkan dalam rapat pleno KPU/XIP KA8UPATEN/XOTA Tang8al
(pulKrp (ABUPATEN/KOTA..................

Nama Tanda Tangan

I fetua......

2. An8gota..

l. Ang8ota...

l. Anggota..

5. Anggota..

L

(

Model A.3.1-l(WK

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



Model A.3.2-l(WK

REI(APITUI.ASI DAFTAR PEMII.IH TETAP PROVINSI
pEMtLtHAN BUPATT DAN WAKTL BUPATT ...................,............ / WAU I(OTA DAN WAt(L WAU I(OTA

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN ......
oLEH XPU PROVTNSt/t(P ACEH

PROVINSI

Jumlah Jumlah Pemllih Kete.angan
No. Nama l(ecamatan Jumlah TPS

L L+P

Oisahkan dalam rapat pleno (PU PROVINSI/Ktp ACEH TanSgal ....

xpu/Ktp KABUpATEN/XOIA...................

P

Nama
1. l(etua..........,,

2. 4n99ota..........,.

3. An99ota..,.........

l. An8gota........,...

5. An99ota.......,..,.

Tanda Tangan

I
2.
l
4.
5

6.
7

8

9
10.

ll
t2
ll
t4
l5

( (

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMTLTHAN SUPAT| DAN WAXII BUPATT ................................ / WAU XOTA DAN WAt(L WAr-r KOTA...,,..,.,..........,.........

Model A.3-KWK

Barcode
GUBERNUN DAN WAXII. GUAERNUR

TAHUN......

PROVtNSt

I(ASUPATE N/KOTA

I(ECAMATAN

DESA/XILURAHAN

TPS

Alamat

Nama Tantgal Lahlr

Status

Perl(twlnan
olslP

Jenls

Xelamln
LI?

oxx N (

,al.h/D0kuh Rt

Dlsabl

lltas

Status
Pcmkaman

KTP.el

BlslK

xeteEntan r)

3 4 5 6 7 II 2 9 l0 11 12 13 t4

1

2

3

4

5

6

1

8

I

10

11

12

13

14

15

77

IIIIIIIIIIIIIITIITITIIIIIITIIIIIIIIIrTIIIIII

-III
III IIIITI

IIII IIIIIIrIIIIIIIII

-

IIIIIIIIIrIIIITIIIIIIITI]

I

Keterangan Status
perkawinan (7):

B : Eelum Kawin

S : Kawin
P : Pernah Kawih

Keterangan Status Perekaman
rrP-el(13):
B : Belum Rekam

s : sudah Rekam (suket)
x: sudah Rekam (KTP-el)

Oltetapkan di ..................., Tangg.l,
XPU/KIP KABUPATEN/XOTA

(etua

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Temp.t LahlrNo

16

I

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Mod€l A.2.2-!(WX

ffi NEXAPITUTASI OAFTAR P€MILIH SEMEI{IARA HASIL PERBAIXAI{ XECAMATAN

pEMtuxAil BUPATT DAil WAXIL BUPATI ......,,......,................, / wAu xorA DAN wAxllwALl xoTA....'.

GUBERNUR DAN WAXIL GUBERI{UR.....................

TAHUN......
OLEH PPl(

Pemlllh A.1-(wx P€mlllh Baru Pemlllh Tldek Memehuhl Perbalkan Dara P€mlllh

l{o. NamaDesa/xelurahan P L+P
XeteranSan

L P l"+P L P L+P T t+P

I

2
l
4.
5.

'1

8.
9

10.

l1
t2

l4
t5

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal ........

PAN]TIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama
1. (etua..,.,.,....,

2. An99ota,,.,.,...,..

3. An99ota,...,.,.....

4n99ota..,.........

An88ota............

Tanda Tangan

lumlah
TPS

(

PROVTNSI

XABU PAIEN/XOTA

XECAMATAII

l1

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Model A.2.I-KWK
REKAPITUTASI OAFTAR PEMII.III SEMEI{TARA HASIL PERBAITAN DESA/KELURAHAI{

PEMI|HAt{ BUPATT DAN WAK[" BUPATT ..................... / WAU KOTA DAl{ WAKlt WAU |(OTA

GUBERNUR DA WAKIT GUBERI{UR

TAHUN....,.
OLEH PPS

PROV|NSI
(ABUPATE I{/KOTA

(ECAMATAN

DESA/KELU RAHAN

No. Nomor lPS Pemilih A.l-KWK Pemilih Baru Pemilih fidak Memenuhi Syarat Perbaikan Data Pemilih Keterangan
I P L+P L P l+P L P L+P L L+P

1

2

3

l
5

6.
1

8.

9
10.

ll
t2
t3
l4
l5

Tanda Tengan
1. Xetua........,.,,

2. Anggota........

3. An88ota........

Nama

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ........

PANITIA PEMUI{GUTAN SUARA

P

L

--_-r--I_--------r------t

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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ffi
Model A.2.I-KWK

RErAP[UtASt DAFTAR PEMI.|H SEMET{TARA ltAS[- PEnBATKA DESA|/XELURAHA

PEM|UHAit BUPATT OAt{ WAXTL BUPATT .,.......,........... / WAU KOTA DAN WAXTLWALT XOTA

GUBER UR DAN WAKIL GUBERl{UR .....................

TAHUit......
OLEH PPS

PROVTNST

KABUPATEN/KOTA

No. Nomor lPs Pemilih A.l-(WK PemlIh Baru Pemlllh Iidak Memenuhi Syarat Perbalkan Data Pemllih Keterantan
t- P L+P L P L+P L P t+P t- P L+P

I
2.
t.
:1,

5.

6
7

E.

l0
ll
t2
I]
l4
l5

Disahkafi dalam rapat pleno PPS Tantgal ......,.
PA ITIA PEMUNGUTAI{ SUARA

Nama Tanda Tangan
l. (etua.....,,.,.,.

2. An98ot.............

3. An99ota............

(

KECAMATAN

DESA/KELU RAHAN

f------T-----_-f------r-----_-

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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ModelA.2-l(WK

OAFTAR PTMIUH SEMEI{TARA HASIL PERBAIXAII

PEMtLtHAN 8U9ATr OAt{ WAX|L EUpATt .....,..,....................... / WAI XOTA OAI{ WAXTL WAU I(OTA....

6UBERfIUR DAiI WAI(IL GUBIRI{UR

TAHUT{......

XECAMATAI{

DESA/XEIU RAHAN

TPS

Nt(No KX TanSEal Lahk

Status

alslP Jal.n/Dukuh RI

Dlrabllltas

Status Perckam.n

XTP-€l

8lslx.
X€teranaan.)

I z 3 4 6 7 8 9 10 tt 12 l3 t4

I

2

3

5

5

7

8

9

10

11

72

13

74

15

16

71

1a

19

I IIIIIIIIIITIIIII

-III
IIIIIIIIIIII

-III
ITTI
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ITIIIIIIIIIIITIIIIIIIIII

IIrII

I
T

-I

I

rIIIIIIIIIr

IIII
--TIII

IIIIIIIIITIIIIIIIIIIII II
(eteran8an status
perkawlnan (7) :

I : Belum l(awin
S : kwin
P : Pernah Kawin

Xeterangan Status Perekaman

KTP-el(13):

B: Belum Rekam

S: Sudah Rekam (Suket)

x : Sudah Rekam ((TP-el)

*) XeteranSan (14)

B:Pemilih Baru

U I Ubah data
1 : Menin8gal

2 : Ganda

3: Dibawah Umur

4: Pindah Domislll
5: Tldak Dikenal
6:TNl
7 : Polri

8 : Hilan8 ingatan

9: Hak Pilih Oi.abur
10: Bukan Penduduk

PiovtNsr
IGBUPATEN/XOTA

Tempat Lahh

Jrnli
x.l.mh

VP

keterangan disabllitas (12):

1: Disabilitas Fisik

2: Oisebilitas lntelektual
3: Oisabilltas Mental
4: Oisabiiitas Sensorlk

.................., Tanggal, ........

Panltia P€munEutan Suara

Ketua

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

keterangan disabilitas (12):Keterangan Status
perkawinan (7) :

B : Belum Kawin
S : Kawin
P: Pernah Kawin

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas lntelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman

KTP-el (13):

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

+) Keterangan (14):

B : Pemilih Baru
U: Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4: Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6:TNl
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10: Bukan Penduduk

Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahil

Tanggal
l"ahir

Jenis
Kelamin

LIP Jalan/Dukuh Rt Rw

Disabilitas

Status
Perekaman

KfP-el
BlslK

Keterangan
*)

4 5I 2 3 6 7 8 9 10 11 t2 13 t4

1

3

4

rIIIIIII
III r rII

rI

(

Status
Perkawinan

BlslP

2

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Model A.4-XWN

DAFIAR PEMII.IH PINOAXAT{

PEMIUHAN EUPATI DAN WAXII. EUPATI /WALI XOTA DAI{ WAKIL WAIIXOTA

PROVINSt

XABUPAIEI{/I(OIA

GUEtn Un OAN WAmL GUgERI{UR ......_......._..-.

TAr{Ut{ .,,.-

XECAMATAII

DESry'rc[URAHAt

TPS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Keterangan Status
perkawinan (7):

B rBelum Kawin
S I Kawln
P : Pernah xawln

Keterangan Status Perekaman
KTP'el(13)l

B i Belum Rekam
S : Sudeh Rekam (Suket)
x I Sudah Rekam (KTP-el)

Dltetapkan di..................., Tanggal, ..

No Xk NIK I.mp.t L.hh TEnSSal Lahlr

Stalui

Pe*awlnan
alsl?

,Lnla

xel.lnln
VP .lalan/Oukuh Bt

Olsablllt.s

Status Parekam.n

fiP-el
slslx

l(et€rangan

4 51 2 3 6 7 E 9 l0 11 t2 13 t4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIII

-III
IIIIIIIIIIIIrIIIIIIIIIIIIIIII-II

-

-

--

-

II

III-

-

r-I

-I
-

IIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIT

IIII

Panitla Pemungutan Suara

Ketua

,)

keteranSan dlsabilitas (12)l

1: olsabilitas Flslk

2: Olsabilitas lntelektual
3: oisabilitas Mental
4: Disabllltas Sensorlk

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung



Model A.5-KWK

SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAIQL BT]PATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
GTJBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHLIN.,,,,,

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa,/Kelurahan +)

.....Tanggal... ....Bulan... ... ... ... ... ... ... ... Tahun... .. .,mengeluarkan Surat Pernberitahuqn
Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga :

Nomor Induk Kependudukan '.

Nama Lrngkry :

Alamat Lengkry :

,,.-., Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

I. TPS :

3. Kecamaran :

Alasan pindah memilih

pada Hari

Menjalankan tugas

Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi

Menjalani perawatan di panti sosiaUrehabiliAsi

Menjalani rehabilitasi narkoba

Menjadi tahanan di rutan atau lapas

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya unhrk memilih di

L TPS rr)
2. Desa/Kelurahan
3. Kecarnatan

4. KabupatenKota
5. Provinsi

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk menilih ++*)

Tugas belajar/ menempuh pendidikan

Pindah domisili

Tertimpa bencana alam

KPU/KIP Kabupaten {Kota
Panitia Pemungutan Suara *)

n
brr Surrt Pcmberitahuan ini dibuot 2 (dur) rrngkap

t) Coret sotu kolom yaag t lah perlu
**) Pengiian Nomm TPS lujuan dilahukan oleh KPU/KIP Kabupoten/Kota alaa PPS Tujuan

IIIII

III

***) Pilih sesuai dengan kaentuan ha* pilih

4. Kabupaten/Kota :

5. Provinsi :

Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota
Gubernur dan Wakil Gubernur

)

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Ditelapkan di ..................., Tan88.l,

(elompok Penyelen8gara Pemun8utan Suara

Ketua

(...................-.......................

Ptovrfllr
x lup tti/t(of^

P!M|UhAN SUt ll DAt{ WA&tllrt n.-......,.,,..,-,-.,..,,-... / W U(Ot OA WAXr WAU XOrA,---.....,.,--....--.
surli ul DA w^l(r oualm{ui,,........-.........

t t{uit,,.,..
l(Ectf,aatat{
DEsA./XELURAIAX

TPS

DAFTAN PEMIUH TAMBAHAI{

H.t .. d8rl,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 D$ember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

10

lcttr.ntm Stltur
p€.ltwln.n {7)r
B: Balum Xrwln
S : Xawln
P I Parnah Xrwln

k.t.r.ntrn dlrrblllt.r (12):

1: 0lrabllltrt Flrll
2r Dlr!bllltrt lnt.l.ktu.l
!: DIr.blllt$ M.ntll
4: Dlr.bllltrt Sanrorlk

xttaDnlrn tutut Prraktm.n
nP.d (13):

B : lrlum i.k m

! | !ud.h R.kam (Suktt)
x: tud.h nrk.m (ffP-.|)

Bellran *ruai dengan aallnya

6EITRSTAFIAT JEI{DERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Biro Hukum,

Alrm.t

l.fiDrt t hlr T.ntt.] L.hlr
Statut

Pad(.rln.n
alglP

lanb
Xalamln

ve Rt
t{tx

,.1.n/Duluh

Dlr.
bIh

Sl.tlt
Pcrc*a

rTP+I
;lslt

(ataranSan

1 10 1t l44 8 I \2 1i1 TII-

-III
IIIIIIIITIII

-III
IIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

ETET

-

I-I

I-

-I
--
--

---I
-

T

-

l.

arrlono

ARIEF BUDIMAN

I noa.rlruxwr I

4

No (x

-T 
.

idih knr r nn idjdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung
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Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT OMISI PEMILIHAN UMUM

Hukum,

Y

idih.kpu.go.id/sumbar/siiunjuno


